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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pengaturan mengenai hak dan 

kewajiban dalam penegakan hukum terkait polusi 

udara kendaraan bermotor dan untuk mengetahui 

bagaimana kendala yang dihadapi dalam 

penegakan hukum terhadap pelanggaran standar 

emisi kendaraan bermotor. Dengan metode 

penelitian Yuridis Normatif, kesimpulan yang 

didapat: 1. Peraturan mengenai hak masyarakat 

atas lingkungan hidup yang bersih serta kewajiban 

pemerintah dan pemilik kendaraan dalam 

pengendalian pencemaran udara sebenarnya telah 

disusun secara komprehensif dalam berbagai 

regulasi nasional, Undang-Undang Nomor 32 

tahun 2009 menjamin hak setiap orang atas 

lingkungan yang baik dan sehat, sekaligus 

mewajibkan pemerintah untuk melakukan 

pencegahan pengendalian pencemaran udara. 

Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 yang mengatur 

standar emisi kendaraan bermotor dan mekanisme 

pengawasan yang harus dilaksanakan secara 

berkala. 2. Penegakan hukum terhadap standar 

emisi kendaraan bermotor di Indonesia masih 

belum efektif akibat berbagai kendala regulatif, 

kelembagaan, teknis, ekonomi, serta lemahnya 

pengawasan.  
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Udara bersih sangat penting untuk 

lingkungan yang sehat. Udara yang bebas dari 

polusi dan kontaminan tidak hanya mendukung 

fungsi biologis utama, tetapi juga mencegah 

berbagai penyakit dan meningkatkan kualitas 

hidup secara keseluruhan. Udara yang bersih, 

tidak pernah menghambat saluran pernapasan, 
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namun sebaliknya udara yang bersih, segar dan 

sejuk bisa melegakan pernapasan.5 

Di Indonesia, pencemaran udara telah 

menjadi isu kesehatan masyarakat yang 

mendesak. Di Jakarta, misalnya, konsentrasi rata-

rata tahunan PM2.5 pada tahun 2021 mencapai 39 

µg/m³, lebih dari dua kali lipat standar nasional 

sebesar 15 µg/m³, menyebabkan 139 hari dengan 

kualitas udara yang tidak sehat. Paparan polusi 

udara yang tinggi di Jakarta merupakan faktor 

lingkungan dengan risiko tertinggi untuk tingkat 

kematian dan disabilitas. Sebuah studi pada tahun 

2023 menemukan bahwa lebih dari 10.000 

kematian prematur dan lebih dari 5.000 kasus 

rawat inap setiap tahunnya dapat dikaitkan dengan 

kualitas udara yang buruk di kota ini.6  

Paparan polusi udara yang tinggi di Jakarta 

tidak hanya berdampak pada kesehatan 

masyarakat, tetapi juga menimbulkan dampak 

ekonomi yang signifikan. Studi yang dilakukan 

oleh Vital Strategies dan mitra lokal 

memperkirakan bahwa beban ekonomi akibat 

polusi udara di Jakarta mencapai sekitar USD 2,9 

miliar.7 Kerugian ini mencakup biaya perawatan 

kesehatan, penurunan produktivitas tenaga kerja 

akibat penyakit, serta hilangnya pendapatan akibat 

kematian dini.  

Sektor transportasi, khususnya kendaraan 

bermotor, merupakan penyumbang utama polusi 

udara di Indonesia. Menurut Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), emisi 

gas buang dari kendaraan bermotor diperkirakan 

menyumbang sekitar 42 hingga 57 persen dari 

total pencemaran udara selama musim kemarau.8 

Sementara itu, pada musim hujan, kontribusinya 

berkisar antara 32 hingga 41 persen. 

Kendaraan bermotor, yang menggunakan 

bahan bakar fosil menghasilkan berbagai jenis gas 

buang. Gas buang ini mengandung zat berbahaya 

seperti karbon dioksida (CO₂), karbon monoksida 

(CO), nitrogen oksida (NOx), dan partikel halus 

(PM2.5). Pencemar-pencemar ini dapat 

menyebabkan berbagai masalah bagi kesehatan 

dan lingkungan, seperti penyakit pernapasan, 
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8  https://kalsel.antaranews.com/rilis-
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hujan asam, dan polusi udara.9 Gas buang ini 

bersumber dari pembakaran bahan bakar dalam 

mesin kendaraan. 

Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia 

terus meningkat setiap tahunnya. Data Badan 

Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 

2023, total kendaraan bermotor mencapai lebih 

dari 157 juta unit, dengan sepeda motor 

mendominasi sebanyak 132 juta unit.10 

Peningkatan jumlah kendaraan pribadi seperti 

sepeda motor dan mobil telah diketahui 

memperparah kemacetan lalu lintas dan 

meningkatkan emisi polusi udara. Namun, perlu 

dicatat bahwa kendaraan umum seperti angkutan 

umum antar kota juga memberikan kontribusi 

signifikan terhadap pencemaran udara, terutama 

di sekitar rute perjalanan yang padat. Aktivitas 

kendaraan bermotor yang padat, dengan frekuensi 

operasional yang tinggi, memperparah konsentrasi 

polusi di udara sekitar. Emisi gas buang yang 

terus-menerus di area operasional dapat 

menurunkan kualitas udara secara signifikan, 

mempengaruhi kesehatan dan lingkungan 

masyarakat. 

Secara faktual, kondisi kualitas udara di 

berbagai daerah di Indonesia menunjukan tren 

penurunan seiring meningkatnya jumlah 

kendaraan bermotor yang beroperasi setiap tahun. 

Emisi gas buang dari kendaraan bermotor menjadi 

penyumbang utama polusi udara, terutama di 

wilayah perkotaan seperti Manado yang 

mengalami pertumbuhan lalu lintas cukup tinggi. 

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, 

volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) di Jalan 

Manado mencapai 20.000 sekian kendaraan per 

hari untuk dua arah, meningkat signifikan 

dibandingkan dengan 15.000 sekian kendaraan 

per hari pada tahun 2021. Pertumbuhan lalu lintas 

tahunan sebesar 16,9% ini berkontribusi pada 

peningkatan beban kumulatif  kendaraan (ESAL) 

yang mencapai lebih dari 11 juta, yang dapat 

mempercepat kerusakan pada struktur perkerasan 

jalan.11 Peningkatan jumlah kendaraan ini tidak 

hanya mempengaruhi kondisi fisik jalan tetapi 

juga berdampak pada efisiensi transportasi dan 

kenyamanan pengguna jalan. 

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di 

 
9  Donowati, M. P., & Kholmi, M. (2024). Analisis 

Peningkatan Kualitas Udara di Terminal: Strategi 

Mengurangi Emisi Gas Buang dari Armada Bus. 

Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(3), 

8773-8783. 
10  Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah Kendaraan Bermotor 

Menurut Provinsi dan Jenis Kendaraan, 2023. 
11  Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara, Laporan 

Volume Lalu Lintas Kota  Manado, 2023. 

Kota Manado turut berkontribusi signifikan 

terhadap polusi udara. Emisi gas buang dari 

kendaraan bermotor diperkirakan menyumbang 

sekitar 42 hingga 57 persen dari total pencemaran 

udara selama musim kemarau. Gas buang yang 

dihasilkan dari mesin kendaraan mengandung 

berbagai polutan yang dapat mengganggu kualitas 

udara dan kesehatan masyarakat.12 Polusi udara 

yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor dapat 

berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat. 

Gas karbon monoksida (CO) yang dihasilkan dari 

emisi kendaraan bermotor dapat mengganggu 

fungsi hemoglobin dalam darah, mengurangi 

pasokan oksigen ke seluruh tubuh, dan 

menyebabkan gejala seperti pusing, mual, dan 

kelelahan.13 Selain itu, paparan jangka panjang 

terhadap polusi udara dapat meningkatkan 

berbagai risiko penyakit.  

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup merupakan dasar hukum 

utama yang mengatur mengenai hak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta 

kewajiban untuk menjaga dan memulihkan 

kualitas lingkungan. 

- Pasal 65 ayat (1) disebutkan bahwa: “Setiap 

orang berhak atas lingkungan hidup yang 

baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi 

manusia”. 

- Pasal 67 menegaskan bahwa: “Setiap orang 

berkewajiban memelihara kelestarian fungsi 

lingkungan hidup serta mengendalikan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup.14 

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukan bahwa 

perlindungan terhadap udara bersih bukan sekedar 

tanggung jawab moral, melainkan kewajiban 

hukum yang mengikat secara normatif. Selain itu, 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Pengendalian Pencemaran Udara 

memperjelas kerangka operasional pengendalian 

emisi. Dalam peraturan ini, ditetapkan bahwa 

kendaraan bermotor sebagai sumber pencemaran 

udara wajib memenuhi baku mutu emisi, serta 

bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan 

pemantauan dan penegakan hukum terhadap 

pelanggaran. 

 
12  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) 

Sulawesi Utara, Data Polusi Udara dan Faktor Musiman, 
2023. 

13  Pangerapan, S. B., Sumampouw, O. J., & Joseph, W. B. S. 

(2018). Analisis kadar karbon monoksida (CO) udara di 

terminal Beriman kota Tomohon tahun 2018. KESMAS: 
Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi, 

7(3). 
14  Undang-undang Nomr 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaturan mengenai hak dan 

kewajiban dalam penegakan hukum terkait 

polusi udara dari kendaraan bermotor di 

Indonesia? 

2. Bagaimana kendala yang dihadapi penegakan 

hukum terhadap pelanggaran standar emisi 

kendaraan bermotor di Indonesia? 

 

C. Metode Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis 

Normatif.  

 

PEMBAHASAN 

A. Peraturan Hak dan Kewajiban dalam 

Penegakan Hukum terkait Polusi Udara 

dari Kendaraan Bermotor di Indonesia 

Peraturan dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup merupakan landasan hukum 

utama yang mengatur secara menyeluruh 

bagaimana Indonesia merespon tantangan 

lingkungan, termasuk pencemaran udara yang 

ditimbulkan oleh moda transportasi seperti, 

kendaraan bermotor. Undang-Undang ini 

menetapkan bahwa perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup bukan hanya menjadi tugas 

administratif, tetapi juga tanggung jawab hukum 

bagi setiap pihak yang kegiatannya berpotensi 

menimbulkan pencemaran atau kerusakan. 

Melalui berbagai ketentuan di Undang-Undang 

tersebut, negara menetapkan norma-norma yang 

mengikat mengenai baku mutu, kewajiban 

usaha/kegiatan, pelaporan, pengawasan, dan 

sanksi terhadap pelanggaran, agar hak masyarakat 

atas udara bersih dan lingkungan hidup yang sehat 

bisa terwujud secara nyata, bukan sekadar sebagai 

retorika hukum.  

Pengaturan hak atas lingkungan hidup 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 

32 Tahun 2009 diikuti pengaturan kewajiban 

terhadap lingkungan hidup Pasal 67 dan Pasal 68. 

Ketentuan Pasal 67 ini memuat dua kewajiban 

bagi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 

hidup, yaitu (1) kewajiban untuk memelihara 

kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan (2) 

kewajiban mengendalikan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup.15 Kewajiban ini 

melekat pada semua pihak tidak hanya pemerintah 

tetapi juga individu, pelaku usaha, dan 

transportasi umum untuk menjaga agar fungsi 

lingkungan hidup tetap lestari dan agar aktivitas 

yang bisa menyebabkan pencemaran atau 

kerusakan lingkungan hidup dapat dikendalikan. 

Kewajiban ini juga tidak hanya bersifat moral atau 

sosial, melainkan memiliki dasar hukum yang 

mengikat, yang bila dilanggar dapat menimbulkan 

sanksi atau konsekuensi hukum sesuai peraturan.  

Pasal 68 menegaskan pentingnya 

transparansi informasi emisi, tanggung jawab 

operasional yang ramah lingkungan, dan 

kepatuhan terhadap regulasi emisi guna 

melindungi kualitas udara serta kesehatan 

masyarakat secara keseluruhan. Pasal ini dalam 

konteks operasional kendaraan bermotor 

menegaskan bahwa masyarakat berhak mengakses 

data uji emisi kendaraan, catatan pengawasan, dan 

laporan pelanggaran emisi. Operator kendaraan 

dan instansi terkait berkewajiban menyediakan 

transparansi ini. Kewajiban menjaga 

keberlanjutan fungsi lingkungan hidup menuntut 

agar aktivitas transportasi kendaraan bermotor 

tidak hanya mematuhi aturan saat ini, tetapi juga 

mempertahankan kualitas udara secara 

berkelanjutan untuk meminimalisir dampak 

pencemaran. Selain itu, kewajiban menaati baku 

mutu atau kriteria kerusakan lingkungan hidup 

mengharuskan setiap kendaraan bermotor 

beroperasi dalam ambang batas emisi yang 

ditetapkan secara hukum. Ketidakpatuhan dapat 

dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai 

peraturan terkait. 

Hak dan kewajiban merupakan dua konsep 

hukum yang saling berkaitan dan tidak dapat 

dipisahkan.16 Hak menunjukkan sesuatu yang 

dapat dituntut atau diklaim oleh seseorang, 

sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus 

dipenuhi oleh subjek hukum dalam rangka 

menjamin terlaksananya hak tersebut. Dalam 

konteks hukum lingkungan hidup, hak masyarakat 

mencakup hak atas lingkungan hidup yang baik 

dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 65 

ayat (1), sedangkan kewajiban hukum melekat 

pada individu, pelaku usaha, dan pemerintah 

untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan, 

mencegah pencemaran, memastikan kepatuhan 

terhadap standar baku mutu, serta menegakkan 

 
15  Nopyandri, N. (2014). Hak atas Lingkungan Hidup dan 

Kaitannya dengan Peran Serta dalam Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah. 

INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum, 7(3), 43227. 
16  Danusaputro, M. (1980). Hukum lingkungan: Buku I, 

umum. Bandung: Bina Cipta. Hal 23 
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hukum terhadap pelanggaran lingkungan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68. 

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya 

keseimbangan normatif antara hak masyarakat 

dan kewajiban hukum para pihak, yang diperkuat 

oleh asas-asas tanggung jawab, pencegahan, 

keberlanjutan, dan partisipatif.17 Dalam konteks 

polusi udara dari kendaraan bermotor, 

keseimbangan ini bermakna bahwa hak 

masyarakat atas udara bersih hanya dapat 

terwujud apabila pelaku usaha memenuhi 

kewajiban emisi yang ramah lingkungan dan 

pemerintah menjalankan fungsi pengawasan serta 

penegakan hukum secara efektif. Dengan 

demikian, pengaturan mengenai hak dan 

kewajiban dalam Undang-undang ini 

mencerminkan adanya keseimbangan normatif 

antara kepentingan masyarakat, pelaku usaha, dan 

pemerintah, yang secara bersama-sama bertujuan 

mewujudkan lingkungan hidup yang baik, sehat, 

dan berkelanjutan. 

 

2. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang 

terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  

Konsideran Undang Undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam 

mendukung pembangunan dan integrasi nasional 

sebagai bagian dari upaya memajukan 

kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan 

oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Untuk menjamin 

terwujudnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan yang memenuhi standar 

keselamatan dan keamanan, Undang-Undang ini 

mengatur persyaratan teknis dan uji berkala 

kendaraan bermotor. Setiap jenis kendaraan 

bermotor yang berpotensi menyebabkan 

kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan 

pencemaran lingkungan wajib dilakukan uji 

berkala.18 

Ketentuan Undang Undang ini memberikan 

dasar hukum bahwa kendaraan, harus memenuhi 

standar teknis agar laik jalan secara keseluruhan.  

Ketentuan dalam Undang-Undang ini seperti 

Pasal 48 secara tegas mengatur persyaratan teknis 

 
17  Asshiddiqie, J. (2010). Green Constitution: Nuansa Hijau 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Hal 87 
18  Koday, M. S. (2021). Pemberlakuan Sanksi Pidana Akibat 

Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan 

Waktu Mengemudikan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Lex 

Crimen, 10(2). 

kendaraan bermotor. Serta Pasal 285 memuat 

sanksi hukum bagi kendaraan yang tidak 

memenuhi persyaratan laik jalan dan standar 

emisi. Dengan demikian, kedua pasal ini 

menunjukkan bahwa regulasi mengenai kelayakan 

teknis kendaraan dan standar emisi bukan sekadar 

ketentuan administratif, melainkan bagian dari 

instrumen penegakan hukum untuk menjamin 

bahwa setiap kendaraan yang beroperasi di jalan 

raya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap 

keselamatan dan kualitas lingkungan udara. 

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 memberikan landasan hukum bahwa 

setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di 

jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik 

jalan. Pemenuhan persyaratan teknis tersebut 

tidak hanya berkaitan dengan aspek keselamatan, 

tetapi juga mencakup pemenuhan ambang batas 

emisi gas buang, yang menjadi salah satu 

indikator penting dalam menentukan kelayakan 

kendaraan untuk beroperasi. Ketentuan ini 

menunjukkan bahwa uji emisi bukan sekadar 

prosedur administratif, melainkan merupakan 

kewajiban hukum bagi setiap pemilik kendaraan 

untuk memastikan bahwa kendaraan yang 

digunakan tidak menjadi sumber pencemaran 

udara. Melalui pelaksanaan uji emisi secara 

berkala, negara menegakkan prinsip tanggung 

jawab hukum terhadap lingkungan, di mana setiap 

pemilik kendaraan berkewajiban menjaga agar 

kegiatan operasional kendaraannya tidak 

melampaui baku mutu udara ambien yang telah 

ditetapkan. Dalam perspektif hukum lingkungan, 

kewajiban tersebut berfungsi sebagai instrumen 

hukum yang bersifat preventif guna mencegah 

terjadinya pencemaran udara akibat aktivitas 

transportasi. Oleh karena itu, pengaturan 

kewajiban uji emisi bagi kendaraan bermotor 

dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan dapat dipandang sebagai bentuk konkret 

keterpaduan antara hukum transportasi dan hukum 

lingkungan, di mana tanggung jawab pemilik 

kendaraan menjadi bagian integral dari upaya 

perlindungan hak masyarakat atas udara bersih 

dan lingkungan hidup yang sehat.19 

Pasal 285 ayat (2): Setiap orang yang 

mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda 

empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi 

persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda 

 
19  Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, 

(Jakarta: LP3ES, 1993), hlm. 62. 
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paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu 

rupiah).20 

Pasal 285 merupakan ketentuan yang 

mengatur tentang penegakan hukum terhadap 

pelanggaran kewajiban teknis kendaraan 

bermotor, termasuk ketentuan mengenai standar 

emisi gas buang sebagaimana diatur dalam Pasal 

48. Melalui ketentuan ini, pembentuk undang-

undang menegaskan bahwa pemenuhan 

persyaratan teknis dan laik jalan tidak hanya 

bersifat administratif, melainkan memiliki 

konsekuensi pidana apabila dilanggar oleh 

pemilik atau pengemudi kendaraan bermotor.  

Ketentuan pidana dalam Pasal 285 memiliki 

fungsi ganda, yakni represif dan preventif. Fungsi 

represif terlihat dari adanya ancaman sanksi 

pidana bagi pelanggar ketentuan teknis kendaraan 

bermotor, sementara fungsi preventif tercermin 

dalam dorongan hukum agar masyarakat 

melakukan pemeliharaan kendaraan dan uji emisi 

secara berkala, sehingga kendaraan tetap 

memenuhi baku mutu emisi gas buang yang telah 

ditetapkan.21 Dengan demikian, pengaturan dalam 

Pasal 285 tidak hanya menekankan aspek 

penindakan terhadap pelanggaran administratif, 

tetapi juga mengandung dimensi perlindungan 

lingkungan hidup, karena kendaraan yang tidak 

memenuhi persyaratan emisi secara langsung 

berpotensi mencemari udara dan mengganggu hak 

masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat. Oleh sebab itu, keberadaan sanksi pidana 

dalam pasal ini merupakan bentuk konkret dari 

penegakan hukum lingkungan di sektor 

transportasi, di mana kepatuhan terhadap 

kewajiban uji emisi dan kelayakan teknis bukan 

hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi 

juga kewajiban hukum yang dapat dikenai sanksi 

apabila diabaikan. 

 

3. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran Udara 

Ketentuan ini merupakan instrumen teknis 

yang menetapkan kerangka normatif dan 

metodologis dalam penanganan kualitas udara di 

Indonesia. Dalam regulasi ini, pemerintah 

mengatur secara rinci bahwa sumber pencemar 

udara, termasuk kendaraan bermotor (sumber 

bergerak), wajib mematuhi baku mutu emisi 

 
20  Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
21  Andri G. Wibisana, “Kebijakan Pengendalian Pencemaran 

Udara dan Kewajiban Uji Emisi di Indonesia,” Jurnal 

Hukum dan Pembangunan, Vol. 46 No. 1 (2016) 

sesuai jenis, bahan bakar, dan umur kendaraan.22 

Peraturan Pemerintah ini juga menegaskan 

kewajiban pemantauan emisi dan laporan berkala 

dari pelaku usaha sebagai sarana transparansi dan 

kontrol publik. Tujuan dari ketentuan ini adalah 

untuk menjaga agar udara ambien tetap berada 

dalam kelas mutu yang aman bagi kesehatan 

manusia dan lingkungan, melalui pengaturan 

emisi gas buang yang dihasilkan dari aktivitas 

transportasi, industri, dan aktivitas lainnya. 

Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk 

menjaga agar udara ambien tetap berada dalam 

kelas mutu yang aman bagi kesehatan manusia 

dan lingkungan, melalui pengaturan emisi gas 

buang yang dihasilkan dari aktivitas transportasi, 

industri, dan aktivitas lainnya. Ketentuan 

Peraturan ini memberikan dasar konseptual yang 

kuat untuk memahami bagaimana pengendalian 

pencemaran udara dilaksanakan di Indonesia. 

Oleh karena itu, bagian berikut akan menguraikan 

pasal-pasal yang paling relevan dengan fokus 

penelitian ini, yaitu pengendalian emisi gas buang 

kendaraan bermotor. 

Pasal 8 ayat (1) menjelaskan bahwa: Kepala 

instansi yang bertanggung jawab menetapkan 

baku mutu emisi sumber tidak bergerakdan 

ambang batas emisi gas buang kendaraan 

bermotor, tipe baru dan kendaraan bermotor 

lama.23 

Pasal ini memberikan dasar hukum bagi 

pemerintah dalam menetapkan baku mutu emisi 

dan ambang batas emisi gas buang kendaraan 

bermotor, baik untuk kendaraan baru maupun 

lama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa 

pemerintah memiliki tanggung jawab mengatur 

kadar maksimum zat pencemar yang boleh 

dikeluarkan kendaraan, dengan 

mempertimbangkan parameter dominan, kualitas 

bahan bakar, serta perkembangan teknologi. Pasal 

ini memperlihatkan bahwa kebijakan 

pengendalian pencemaran udara harus berbasis 

pada pertimbangan ilmiah dan kemampuan teknis.  

Pasal 31 mengaskan bahwa: Penanggulangan 

pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi 

pengawasan terhadap penaatan ambang batas 

emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang 

untuk kendaraan bermotor tipe baru dan 

kendaraan bermotor lama, pemantauan mutu 

udara ambien di sekitar jalan, pemeriksaan emisi 

gas buang kendaraan bermotor di jalan dan 

 
22  Fadli, M. (2018). Implementasi pengendalian emisi sumber 

bergerak berdasarkan PP No. 41 Tahun 1999 di DKI 
Jakarta. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, 5(2), 45–

56. 
23  Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Pengendalian Pencemaran Udara 
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pengadaan bahan bakar minyak bebas timah hitam 

serta solar berkadar belerang rendah sesuai 

standar internasional.24 

Pasal ini  menegaskan bahwa setiap 

kendaraan bermotor wajib dilakukan pengujian 

emisi gas buang untuk memastikan tidak melebihi 

baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah. 

Ketentuan ini merupakan kelanjutan logis dari 

Pasal 8, karena pengujian emisi berfungsi sebagai 

mekanisme verifikasi dan pengawasan atas 

standar emisi kendaraan yang telah ditetapkan 

secara nasional. Dengan demikian, kewajiban uji 

emisi tidak hanya bersifat administratif, tetapi 

juga menjadi tanggung jawab hukum bagi pemilik 

dan pelaku usaha transportasi dalam mencegah 

terjadinya pencemaran udara. Secara substansi, 

Pasal ini menggambarkan bagaimana hukum 

lingkungan diterapkan secara teknis melalui 

sistem transportasi. Uji emisi menjadi alat ukur 

kepatuhan terhadap baku mutu emisi, sekaligus 

sarana pengendalian langsung terhadap sumber 

pencemar udara.  

Pengawasan pemerintah merupakan elemen 

kunci dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian 

Pencemaran Udara. Ketentuan mengenai 

penetapan baku mutu emisi sebagaimana diatur 

dalam Pasal 8 serta kewajiban uji emisi pada 

Pasal 31 tidak akan efektif apabila tidak disertai 

dengan mekanisme pengawasan yang 

berkelanjutan dari instansi yang berwenang. 

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, 

memiliki kewajiban konstitusional dan 

administratif untuk memastikan bahwa seluruh 

kegiatan yang berpotensi menimbulkan 

pencemaran udara, termasuk transportasi jalan 

raya, berjalan sesuai dengan standar emisi yang 

telah ditetapkan. 

 

3. Ketentuan dalam Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

8 Tahun 2023 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 merupakan 

regulasi teknis terbaru yang diterbitkan oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(KLHK) untuk mengatur penerapan baku mutu 

emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru 

kategori M, N, dan O, yang mencakup kendaraan 

penumpang, kendaraan pengangkut barang, dan 

kendaraan besar. Tujuan utama dari Peraturan 

Menteri ini adalah untuk meningkatkan standar 

emisi kendaraan di Indonesia agar sejalan dengan 

 
24  Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Pengendalian Pencemaran Udara 

standar internasional serta mengurangi kontribusi 

sektor transportasi terhadap pencemaran udara 

dan emisi gas rumah kaca.  

Peraturan Menteri ini menegaskan bahwa 

setiap kendaraan bermotor tipe baru, yang 

diproduksi atau diimpor untuk digunakan di 

Indonesia, wajib memenuhi baku mutu emisi gas 

buang yang ditetapkan oleh KLHK. Baku mutu 

tersebut mencakup batas maksimum konsentrasi 

gas berbahaya seperti karbon monoksida (CO), 

hidrokarbon (HC), nitrogen oksida (NOx), dan 

partikulat (PM) yang dihasilkan dari proses 

pembakaran mesin. Selain menetapkan ambang 

batas emisi, Peraturan Menteri ini juga mengatur 

tentang kewajiban produsen kendaraan untuk 

melakukan pengujian emisi tipe baru (type 

approval testing) sebelum mendapatkan izin edar 

dan registrasi kendaraan. Pemerintah, melalui 

KLHK dan Kementerian Perhubungan, bertugas 

melakukan verifikasi hasil uji, sertifikasi 

kendaraan, serta pengawasan berkala terhadap 

kepatuhan produsen dan pengguna kendaraan 

terhadap baku mutu tersebut. Dari sudut pandang 

hukum lingkungan, Permen ini juga menunjukkan 

sinkronisasi kebijakan antara sektor lingkungan 

hidup dan sektor transportasi, karena 

pelaksanaannya melibatkan koordinasi lintas 

kementerian, termasuk Kementerian Perhubungan 

dan Kementerian Perindustrian. Dengan 

demikian, Peraturan Menteri ini tidak hanya 

menjadi pedoman teknis, tetapi juga instrumen 

hukum penting untuk mewujudkan sistem 

transportasi yang berkelanjutan, ramah 

lingkungan, dan selaras dengan hak masyarakat 

atas udara bersih dan sehat. 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 pada dasarnya 

mengatur ketentuan teknis mengenai ambang 

batas emisi gas buang kendaraan bermotor, yang 

menjadi tolok ukur dalam menilai kelayakan 

lingkungan dari kendaraan tipe baru yang akan 

dioperasikan di Indonesia.25 Ketentuan ini berlaku 

bagi seluruh kategori kendaraan bermotor, yang 

diklasifikasikan sebagai kategori M, N, dan O. 

Dalam ketentuan tersebut, pemerintah melalui 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(KLHK) menetapkan baku mutu emisi gas buang 

dengan mengacu pada parameter teknis yang 

meliputi kadar karbon monoksida (CO), 

hidrokarbon (HC), nitrogen oksida (NOx), dan 

partikulat (PM) yang dihasilkan dari pembakaran 

 
25  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi 

Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O, 

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 356. 
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bahan bakar kendaraan. Nilai ambang batas emisi 

ini disesuaikan dengan standar emisi Euro IV 

hingga Euro V, yang mengacu pada 

perkembangan teknologi mesin dan bahan bakar 

ramah lingkungan.  

 

B. Kendala Penegakan Hukum terhadap 

Pelanggaran Standar Emisi Kendaraan 

Bermotor di Indonesia 

Efektivitas penegak hukum dalam perspektif 

teori hukum, dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa 

penegakan hukum dipengaruhi oleh lima unsur 

utama, yaitu: (1) faktor hukum itu sendiri; (2) 

faktor penegak hukum; (3) faktor sarana atau 

fasilitas; (4) faktor masyarakat; dan (5) faktor 

kebudayaan26. Kelima faktor ini saling 

berhubungan dan jika salah satu faktor mengalami 

kelemahan, maka penegakan hukum akan 

mengahadapi hambatan yang serius. Jika 

dikaitkan dengan konteks standar emisi kendaraan 

bermotor di Indonesia, maka seluruh faktor 

tersebut dapat dijadikan kerangka analisis untuk 

memahami kendala yang terjadi dalam praktik 

penegakan hukum di lapangan. 

 

1. Kendala Regulasi 

Pengaturan hukum mengenai emisi gas 

buang kendaraan bermotor sebenarnya sudah 

cukup jelas dan tegas. Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, misalnya, melalui Pasal 48 menegaskan 

bahwa setiap kendaraan bermotor yang beroperasi 

wajib memenuhi persyaratann teknis dan laik 

jalan, termasuk persyaratan mengenai emisi gas 

buang. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan 

Menteri yang mengatur standar teknis dan tata 

cara pengujian emisi gas buang. Selain itu, dalam 

perspektif hukum lingkungan, Pasal 20 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Pengendalian Pencemaran Udara 

mengatur bahwa kendaraan bermotor yang 

beroperasi dijalan wajib memenuhi baku mutu 

emisi gas buang sesuai dengan kategori 

kendaraan. 

Kondisi di jalur perkotaan Indonesia 

menunjukan bagaimana tumpang tindih regulasi 

ini berdampak nyata. Aparat di lapangan, 

khususnya Dinas Perhubungan dan Dinas 

Lingkungan Hidup, sering menghadapi kesulitan 

dalam menentukan regulasi mana yang lebih 

dominan untuk dijadikan dasar penindakan. 

 
26  Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Penegakan Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 

hlm. 8. 

Akibatnya, penegakan hukum seringkali berjalan 

tidak konsisten dan bersifat situsional. Hal ini 

sejalan dengan pandangan Munir Faudy yang 

menekankan bahwa salah satu kelemahan sistem 

hukum di Indonesia adalah inkonsistensi dan 

disharmoni regulasi, yang pada akhirnya 

melemahkan kepastian hukum dan efektivitas 

penegakan hukum.27 

Kendala regulasi juga tampak pada 

kurangnya aturan turunan di tingkat daerah. 

Walaupun secara nasional sudah ada standar baku 

mutu emisi, implementasinya memerlukan aturan 

daerah (Peraturan Daerah atau Peraturan 

Gubernur) untuk memberikan pedoman teknis 

yang sesuai dengan kondis lokal. Di Indonesia 

banyak perkotaan yang belum terdapat peraturan 

daerah yang secara khusus mengatur tentang 

kewajiban uji emisi kendaraan umum. Akibatnya, 

pelaksanaan uji emisi masih bersifat sporadis, 

hanya dilakukan dalam kegiatan tertentu seperti 

operasi gabungan lalu lintas, bukan sebagai 

kewajiban rutin yang melekat pada operasional 

kendaraan umum. 

Ketiadaan aturan teknis di tingkat daerah 

mencerminkan lemahnya substansi hukum yang 

seharusnya mampu memberikan arahan praktis 

bagi penegakan hukum. Lawrence M. Friedman 

menyebutkan bahwa substansi hukum merupakan 

salah satu pilar penting dalam sistem hukum, 

disamping struktur hukum dan kultur hukum28. 

Tanpa substansi hukum yang jelas, aparat penegak 

hukum di lapangan akan kesulitan menjalankan 

tugasnya, sehingga hukum kehilangan kekuatan 

operasionalnya. 

Kendala regulasi juga semakin kompleks 

dengan adanya perubahan standar emisi global. 

Indonesia, melalui beberapa peraturan Menteri 

LHK, telah menetapkan standar emisi Euro 2 dan 

Euro 4 sebagai acuan. Akan tetapi, banyak 

kendaraan umum yang beroperasi di jalan raya, 

masih menggunakan mesin lama yang tidak sesuai 

standar tersebut. Ketiadaan regulasi transisi yang 

jelas mengenai bagaimana kendaraan lama harus 

menyesuaikan diri menjadi salah satu celah 

hukum yang menyebabkan banyak pelanggaran 

standar emisi dibiarkan tanpa sanksi. 

 

2. Kendala Aparat dan Kelembagaan 

Faktor lain yang menjadi hambatan utama 

dalam penegakan hukum terhadap standar emisi 

kendaraan bermotor di Indonesia adalah 

 
27  Munir Fuady, Teori-Teori dalam Hukum (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2013), hlm. 145. 
28  Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social 

Science Perspective (New York: Russell Sage Foundation, 

1975), hlm. 15. 
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keterbatasan aparat penegak hukum serta 

kelemahaan koordinasi antar lembaga terkait. 

Secara struktur, kewenangan pengawasan tehadap 

kendaraan bermotor dijalan raya berapa pada 

Dinas Perhubungan, Kepolisian Lalu Lintas, serta 

Dinas Lingkungan Hidup. Namun dalam praktik, 

pembagian kewenangan tersebut seringkali tidak 

berjalan secara efektif. 

Permasalahan yang menonjol adalah 

keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pada 

aparat penegak hukum. Jumlah petugas yang 

bertugas melakukan pengawasan lalu lintas dan 

uji emisi masih sangat terbatas dibandingkan 

dengan volume kendaraan yang melintas setiap 

harinya. Akibatnya, pengawasan hanya dilakukan 

secara sporadis melalui operasi gabungan tertentu, 

bukan sebagai kegiatan rutin yang 

berkesinambungan. Kondisi ini menunjukan 

adanya kesenjangan antara kebutuhan 

pengawasan dilapangan dengan kemampuan riil 

aparat dalam melaksanakannya.  

Aspek kualitas SDM juga menjadi kendala. 

Tidak semua petugas memiliki kompetensi teknis 

yang memadai untuk melakukan pengujian emisi 

secara benar sesuai dengan standar baku mutu. 

Kurangnya pelatihan dan fasilitas pendukung 

menyebabkan pengawasan menjadi kurang 

optimal. Seorjono Soekanto menekankan bahwa 

salah satu faktor penting yang mempengaruhi 

penegakan hukum adalah faktor penegak hukum 

itu sendiri. Jika aparat penegak hukum tidak 

profesional atau tidak memiliki kapasitas yang 

cukup, maka implementasi hukum akan 

cenderung lemah.29 

Koordinasi antar lembaga juga seringkali 

menjadi persoalan, disamping keterbatasan aparat. 

Misalnya, Dinas Perhubungan memiliki 

kewenangan dalam aspek kelayakan jalan 

kendaraan, sementara Dinas Lingkungan Hidup 

berwenang dalam pengendalian pencemaran 

udara. Ketika terjadi pelanggaran standar emisi, 

seringkali terjadi tarik menarik kewenangan 

mengenai siapa yang berhak memberikan sanksi 

atau melakukan penindakan. Lemahnya 

koordinasi ini menyebabkan banyak pelanggaran 

emisi kendaraan bermotor di jalan raya tidak 

tertangani dengan baik. 

Kendala kelembagaan ini sejalan dengan 

pandangan Satjipto Rahardjo yang menyatakan 

bahwa hukum tidak akan berjalan dengan 

sendirinya, melainkan membutuhkan pelaksana 

yang mampu menghadirkan hukum dalam realitas 

sosial.30 Tanpa aparat yang efektif, hukum hanya 

 
29  Soerjono Soekanto, Loc.Cit hlm. 35. 
30  Ibid 

akan menjadi teks yang tidak bermakna bagi 

masyarakat. Dalam konteks jalur perkotaan yang 

ada di Indonesia, lemahnya koordinasi 

kelembagaan dan keterbatasan aparat menjadikan 

hukum mengenai standar emisi tidak mampu 

dijalankan sebagaimana mestinya. 

Kendala aparat juga sering diperparah oleh 

adanya praktik kompromi di lapangan. Tidak 

jarang pelanggaran standar emisi bus tidak 

ditindaklanjuti dengan sanksi karena adanya 

kompromi antara petugas dan pemilik bus. 

Fenomena ini menunjukkan lemahnya integritas 

aparat, yang pada akhirnya merusak wibawa 

hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, 

kebersihan suatu sistem hukum tidak hanya 

ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh 

struktur hukum, yaitu aparat dan lembaga yang 

menjalankan hukum. Jika struktur hukum tidak 

berfungsi secara baik, maka substansi hukum 

yang baik sekalipun tidak akan mampu 

menghasilkan penegakan hukum yang efektif.31 

Keparat dan kelembagaan dalam penegakan 

standar emisi kendaraan bermotor di Indonesia 

dapat disimpulkan dalam tiga hal utama: (1) 

keterbatasan jumlah dan kualitas SDM aparat; (2) 

lemahnya koordinasi antar instansi terkait; dan (3) 

rendahnya integritas aparat yang membuka 

peluang kompromi di lapangan. Faktor-faktor ini 

secara langsung melemahkan efektivitas hukum 

dan menjadikan regulasi standar emisi hanya 

berlaku secara formal, tanpa kekuatan nyata di 

lapangan. 

 

3. Kendala Sarana dan Ekonomi 

Kendala yang sangat memengaruhi 

efektivitas penegakan hukum terhadap standar 

emisi kendaraan bermotor di Indonesia adalah 

terbatasnya sarana dan prasarana teknis, serta 

faktor ekonomi yang membebani pengusaha 

angkutan umum. Dari sisi sarana, ketersediaan 

peralatan uji emisi di Sulawesi Utara masih sangat 

terbatas. Uji emisi kendaraan bermotor pada 

dasarnya membutuhkan peralatan khusus yang 

mampu mengukur kadar polutan, seperti karbon 

monoksida (CO), hidrokarbon  (HC), nitrogen 

oksida (Nox), dan partikulat. Namun, dibanyak 

daerah, jumlah peralatan ini tidak sebanding 

dengan banyaknya kendaraan yang beroperasi. 

Akibatnya, pengawasan emisi lebih sering bersifat 

administratif dan visual (misalnya hanya 

memeriksa kondisi fisik kendaraan atau mengecek 

asap yang keluar), bukan melalui pengukuran 

teknis yang akurat. 

 
31  Lawrence M. Friedman Loc.Cit hlm. 20 
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Selain minimnya jumlah peralatan, distribusi 

sarana uji emisi juga tidak merata. Umumnya, 

peralatan uji hanya tersedia di bengkel resmi 

tertentu atau instansi pemerintah di ibu Kota 

Provinsi. Padahal, banyak jalur di perkotaan 

Indonesia memiliki lalu lintas padat setiap hari, 

sehingga idealnya terdapat pos pengawasan atau 

bengkel yang dapat melayani uji emisi sulit 

dilaksanakan secara konsisten. Hal ini 

menunjukan adanya kelemahan dalam faktor 

sarana hukum yang disebutkan oleh Soerjono 

Soekanto sebagai salah satu penentu efektivitas 

hukum. 

Selain kendala sarana teknis, faktor ekonomi 

juga memiliki peran penting. Banyak pemilik 

kendaraan bermotor yang enggan melakukan 

perawatan berkala atau uji emisi karena alasan 

biaya. Perawatan mesin agar tetap sesuai standar 

emisi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, 

terutama untuk kendaraan yang sudah berusia tua. 

Tidak jarang, pemilik kendaraan lebih memilih 

tetap mengoperasikan kendaraannya meskipun 

dalam kondisi tidak laik jalan emisi, karena jika 

kendaraan dihentikan untuk perbaikan, maka akan 

mengurangi pemasukan harian mereka.32 

Persoalan ini juga berkaitan erat dengan 

kondisi ekonomi sektor transportasi umum yang 

masih didominasi oleh pengusaha kecil atau 

perorangan. Berbeda dengan pengusahaan besar 

yang memiliki armada modern dan mampu 

melakukan perawatan rutin, banyak kendaraan 

bermotor yang beroperasi di jalan raya dikelola 

oleh pemilik dengan model terbatas. Faktor 

ekonomi inilah yang kemudian mendorong 

pengabaian terhadap kewajiban hukum. Menurut 

Satjipto Rahardjo, hukum tidak dapat dipisahkan 

dari reaitas sosial-ekonomi masyarakat; ketika 

tuntutan hukum bertentangan dengan kondisi 

ekonomi riil, maka kepatuhan hukum akan sulit 

tercapai.33 

Kendala ekonomi juga diperparah oleh 

minimnya insentif atau dukungan pemerintah 

daerah untuk mendorong kepatuhan terhadap uji 

emisi. Misalnya, tidak adanya subsidi biaya uji 

emisi atau keringanan pajak bagi kendaraan yang 

telah lolos uji. Akibatnya, beban biaya 

sepenuhnya ditanggung oleh pemilik kendaraam, 

yang membuat mereka cenderung menghindari 

kewajiban tersebut. Padahal, berdasarkan teori 

 
32  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia. (2022). Laporan Pelaksanaan Uji Emisi 

Kendaraan Bermotor Tahun 2022. Jakarta: Direktorat 
Jenderal Pengendalian Pencemaran Udara. 

33  Rahardjo, S. (2009). Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu 

Tinjauan Teoretis serta Pengalaman Indonesia. 

Yogyakarta: Genta Publishing. 

kepatuhan hukum, faktor insentif dapat menjadi 

salah satu pendorong penting agar masyarakat 

lebih patuh terhadap ketentuan yang berlaku.34 

Dengan demikian, kendala sarana dan ekonomi 

dalam penegakan standar emisi kendaraan 

bermotor di Indonesia dapat disimpulkan dalam 

dua aspek utama: pertama, keterbatasan fasilitas 

uji emisi yang membuat pengawasan tidak 

berjalan efektif; kedua, tingginya biaya perawatan 

dan ketiadaan dukungan ekonomi dari 

pemerintah, yang menyebabkan banyak 

pengusaha bus memilih untuk mengabaikan 

kewajiban hukum. Kedua aspek ini saling 

berkaitan erat, sehingga menjadikan hukum hanya 

bersifat formalitas dan sulit dijalankan dalam 

praktik sehari-hari. 

 

4. Kendala Kesadaran dan Penegakan Sanksi 

Kendala terbesar dalam penegakan hukum 

terhadap standar emisi kendaraan bermotor di 

jalur perkotaan Indonesia adalah faktor kesadaran 

hukum masyarakat, khususnya pengemudi dan 

pemilik kendaraan, serta lemahnya penerapan 

sanksi oleh aparat penegak hukum. Kedua aspek 

saling terkait erat, karena kesadaran hukum 

masyarakat sering dipengaruhi oleh sejauh mana 

sanksi ditegaskan secara konsisten. 

Dari sisi kesadaran hukum, mayoritas 

pemilik kendaraan dan pelaku usaha transportasi 

masih memandang kewajiban uji emisi sebagai 

beban administratif yang tidak memberikan 

keuntungan langsung bagi mereka. Mereka lebih 

menekankan pada kepentingan ekonomi jangka 

pendek, yaitu memastikan kendaraan tetap 

beroperasi agar mendapatkan pemasukan, 

daripada memenuhi kewajiban hukum yang 

bersifat lingkungan.  

Faktor lain yang memperburuk kondisi ini 

adalah minimnya sosialisasi dan pendidikan 

hukum kepada masyarakat, khususnya pelaku 

usaha transportasi dan pemilik kendaraan. 

pemerintah daerah jarang melakukan kampanye 

atau penyeluhan terkait pentingnya uji emisi dan 

dampak polusi udara terhadap kesehatan. 

Akibatnya, banyak pemilik kendaraan yang tidak 

memahami secara mendalam mengapa standar 

emisi penting untuk ditegakkan. Padahal, menurut 

Satjipto Rahardjo, hukum tidak akan bermakna 

apabila dipahami oleh masyarakat; hukum harus 

diposisikan sebagai instrumen sosial yang dekat 

dengan kehidupan sehari-hari.35 

 
34  Acmad ali, menguak teori hukum (Legal Theory) dan 

Teori peradilan (Judicialprudence) Jakarta : Kencana, 

2009. Hlm 112 
35  Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif : Hukum yang 

Membebaskan (jakarta: Kompas, 2009) hlm. 23. 
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Penegakan sanksi terhadap pelanggar standar 

emisi masih lemah. Walaupun dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah diatur 

adanya sanksi administratif dan pidana bagi 

pelanggaran standar emisi, kenyataannya 

penerapan sanksi tersebut jarang dilakukan secara 

konsisten. Penindakan biasanya hanya 

berlangsung saat ada razia gabungan atau operasi 

tertentu, sedangkan dalam keseharian, kendaraan 

bermotor yang melanggar tetap dibiarkan 

beroperasi. Hal ini menimbulkan kesan bahwa 

hukum tidak memiliki daya paksa (coercive 

power), sehingga masyarakat tidak memiliki rasa 

takut atau jera untuk melanggar. 

Fenomena kompromi di lapangan yang 

membuat efektivitas sanksi semakin lemah. Tidak 

jarang terjadi praktik negosiasi atau pemberian 

toleransi terhadap pelanggaran, baik karena alasan 

ekonomi maupun hubungan sosial antara petugas 

dan pemilik kendaraan. Fenomena ini 

menunjukkan adanya kesenjagan antara hukum 

yang ideal dengan praktik yang sebenarnya 

terjadi, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono 

Soekanto bahwa penegakan hukum seringkali 

terhambat oleh faktor perilaku aparat dan 

masyarakat yang tidak mendukung.36 

 Kondisi lemahnya penegakan sanksi ini juga 

berimplikasi pada rendahnya kesadaran hukum 

masyarakat. Jika masyarakat melihat bahwa 

hukum jarang ditegakkan, maka kepatuhan hukum 

tidak akan tumbuh secara alami. Hal ini sesuai 

dengan teori efektivitas hukum yang menyatakan 

bahwa kepatuhan hukum lahir tidak hanya dari 

kesadaran intrinsik, tetapi juga dari adanya 

penerapan sanksi yang konsisten dan tegas. 

Dengan demikian, kendala kesadaran dan 

penegakan sanksi dalam kasus standar emisi 

kendaraan bermotor di Indonesia dapat 

dirumuskan dalam dua aspek utama: (1) 

rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang 

dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi dan 

pemahaman mengenai pentingnya uji emisi; dan 

(2) lemahnya penerapan sanksi, baik karena 

penindakan yang sporadis maupun adanya praktik 

kompromi di lapangan. Kedua aspek ini saling 

menguatkan, sehingga menciptakan lingkaran 

lemah yang membuat hukum sulit dijalankan 

secara efektif. 

 

5. Kendala Pengawasan 

Kendala yang sangat signifikan dalam 

penegakan hukum terhadap standar emisi 

kendaraan bermotor di Indonesia adalah tidak 

 
36  Ibid 

adanya pengawasan langsung dari instansi yang 

seharusnya bertanggung jawab. Padalah 

pengawasan merupakan instrumen utama untuk 

memastikan setiap kendaraan memenuhi baku 

mutu emisi sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 tahun 1999. Tanpa adanya 

aktivitas pengawasan, penegakan hukum 

kehilangan pijakan karena tidak ada informasi 

faktual yang dapat menjadi dasar tindakan 

administratif maupun pidana. 

Ketiadaan pengawasan ini selaras dengan 

kelemahan dalam faktor struktur penegak hukum 

menurut teori Lawrence M. Friedman, yakni 

ketika lembaga pelaksanaan tidak menjalankan 

kewenangannya, hukum kehilangan efektivitasnya 

di tingkat implementasin.37 Dalam konteks ini, 

kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan 

pemantauan kualitas udara dan memastikan 

kendaraan memenuhi baku mutu emisi tidak dapat 

terlaksana karena tidak ada mekanisme kontrol di 

lapangan. Akibatnya, standar emisi yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah pusat hanya berlaku 

secara formal di atas kertas. Selain itu, 

pengawasan yang tidak berjalan juga berdampak 

pada tidak adanya mekanisme penegakan sanksi. 

Tanpa pemeriksaan lapangan, petugas tidak dapat 

menentukan apakah suatu kendaraan melanggar 

atau tidak, sehingga tidak mungkin menerapkan 

sanksi administratif, seperti peringatan, teguran, 

atau pencabutan izin operasi. Dalam perspektif 

Soerjono Soekanto, hal ini mencerminkan 

kelemahan dalam faktor aparat penegak hukum, 

karena meskipun norma dan perangkat hukum 

telah tersedia, aparat tidak menjalankan fungsi 

pengawasannya.38 Ketiadaan pengawasan juga 

memiliki implikasi serius terhadap perlindungan 

hak masyarakat udara bersih.  

Temuan kelemahan pengawasan di tingkat 

daerah juga diperkuat oleh hasil penelitian 

Johanes Lawalata dkk. (2021), yang melakukan 

pengukuran kualitas udara di Jalan Wolter 

Monginsidi, Kota Manado. Penelitian tersebut 

menunjukan bahwa konsentrasi karbon 

monoksida (CO) di lokasi pengukuran mencapai 

32 ppm, melebihi standar baku mutu udara 

ambien yang ditetapkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 tahun 1999, yaitu 26,19 

ppm.39 Hasil ini menunjukan bahwa aktifitas 

 
37  Lawrence M. Friedman, hal. 14-16 
38 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawelis Pers, 1983, hal. 34 
39 Lawalata, J., Riogilang, H., & Rondonuwu, S. G. (2021). 

Analisis Pencemaran Udara Gas CO Akibat Pembuangan 

Gas Emisi Kendaraan Bermotor Di Depan Bahu Mall Pada 

Ruas Jalan Wolter Monginsidi Kota Manado. Tekno, 

19(78). 
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kendaraan bermotor di Manado dapat 

menghasilkan emisi yang melampaui batas aman, 

namun hingga kini tidak terdapat data resmi dan 

pengawasan rutin dari pemerintah daerah. Fakta 

ilmiah ini memperkuat bahwa ketidakhadiran 

pengawasan bukan berarti tidak ada pencemaran, 

melainkan menunjukan bahwa mekanisme kontrol 

pemerintah tidak berjalan. 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Peraturan mengenai hak masyarakat atas 

lingkungan hidup yang bersih serta kewajiban 

pemerintah dan pemilik kendaraan dalam 

pengendalian pencemaran udara sebenarnya 

telah disusun secara komprehensif dalam 

berbagai regulasi nasional, Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2009 menjamin hak setiap 

orang atas lingkungan yang baik dan sehat, 

sekaligus mewajibkan pemerintah untuk 

melakukan pencegahan pengendalian 

pencemaran udara. Ketentuan tersebut 

diperkuat melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 41 tahun 1999 yang mengatur standar 

emisi kendaraan bermotor dan mekanisme 

pengawasan yang harus dilaksanakan secara 

berkala. Pemilik kendaraan bermotor juga 

dibebani kewajiban untuk menjaga kondisi 

kendaraan agar tetap memenuhi baku mutu 

emisi. Namun, hasil penelitian menunjukan 

bahwa implementasi peraturan tersebut belum 

berjalan sebagaimana mestinya. Ini 

menunjukan adanya kesenjanganantara norma 

hukum dengan realitas pelaksanaannya di 

lapangan, sehingga hak masyarakat atas udara 

bersih belum terlindungi secara efektif.  

2. Penegakan hukum terhadap standar emisi 

kendaraan bermotor di Indonesia masih belum 

efektif akibat berbagai kendala regulatif, 

kelembagaan, teknis, ekonomi, serta 

lemahnya pengawasan. Kendala regulatif 

tampak dari belum lengkapnya peraturan 

teknis mengenai mekanisme uji emisi di 

daerah. Kendala kelembagaan terlihat dari 

kurang efektifnya peran aparat penegak 

hukum dan minimnya koordinasi antara Dinas 

Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan. 

Kendala teknis berupa terbatasnya alat uji 

emisi, sementara kendala ekonomi dialami 

oleh pemilik kendaraan yang tidak mampu 

melakukan perawatan berkala. Kendala yang 

paling signifikan adalah lemahnya 

pengawasan, yang ditunjukkan dengan tidak 

adanya data kendaraan yang melampaui 

ambang batas emisi, tidak adanya razia, serta 

ketiadaan pelaksanaan uji emisi rutin. Kondisi 

ini menyebabkan kerwajiban hukum tidak 

terlaksana dan pelanggaran standar emisi 

tidak terdeteksi. 

 

B. Saran 

1. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan 

dan mengefektifkan mekanisme penegakan 

hukum standar emisi kendaraan bermotor. Hal 

ini dapat dilakukan dengan menetapkan 

prosedur pengawasan yang jelas, 

meningkatkan koordinasi antarinstansi, 

menyediakan pos uji emisi yang mudah 

diakses, serta melaksanakan razia dan uji 

emisi berkala. Pemerintah juga perlu 

memastikan bahwa penerapan sanksi 

administratif dilakukan secara konsisten agar 

menimbulakan efek jera. 

2. Pemerintah daerah perlu menyediakan 

dukungan teknis dan ekonomi bagi 

masyarakat dan pemilik kendaraan. Dukungan 

tersebut dapat berupa penyediaan uji emisi, 

subsidi biaya uji, edukasi publik mengenai 

pentingnya perawatan kendaraan, serta 

program insentif bagi kendaraan yang 

memenuhi standar emisi. Dengan adanya 

dukungan ini, kepatuhan terhadap ketentuan 

baku mutu emisi dapat meningkat, sehingga 

hak masyarakat atas udara bersih dapat lebih 

terjamin. 
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